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ABSTRACT
---- :o pollution and environmental destruction that most feel is the victim Most victims also suffered losses,

- - ' naterial and immaterial /osses, therefare it is natural that the victims shoutrl receive protection The

- -':.se of this research is to analyze about' 1) the resolution of environmental cases which occur either
' ',-gh the courls or out of court, 2) the implementation of legal protection for the victims of pollution ancl

=- ')'tmental destructian, 3) formulatrng the ideal model of legal protectron for the victims of pollution and
-' ':nmental destruction by the corporation is based on the principles of restorative justice in the future The

.-=:'ch method i-s used the socio-lega! research using primary and secondary data The results showed that
.- 'c^mentai (a-ses can be resolved through the court and outstde the court ldeal model of legat protection
-,- ,^e victims of pollution and I or environmental destruction by the corporation is oased on the restorative

. :: principle in the future The offender in this case as the corporation will deal with victims of environmental
on anrl ttte stare as a facilitator. The Facilitator f rom the state for this early stage could be represented

. 'rcige ln an agreement between the perpetrator and the victim of the most important is the provision of
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compensation from the offender to the victim tdeally in the concept forward on major and compensation

mechanism is stipulated in the rules of implementation

Keywords legal protection, victims, environmental pollutton, restorative justice

ABSTRAK

Akibat pencemaran dan perusakan lingkungan yang paling merasakan adalah korban Korban juqa yang paiing

rnendei-ita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat

pei-lindungan Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang: 1) penyeiesaian kasus lingkungan hidup yang

'r:r.iadi bark melaluilaiur pengadilan maupun di luar pengadilan, 2) implementasi perlindungan hukum terhadap

korban pencenraran dan perusakan lingkungan hidup; 3) merumuskan model ideal perlindungan hukumterhadap

korban pencemaran dan perusakan lingkungan oleh koi'porasi sesuai prinsip restorative justice di masa datang

Melode penelitian yang digunakan adalah sosio iegal riset dengan menggunakan data primer dan sekunCer

Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui ialur pengadilan dan di

iuar pengadilan. Model ideal perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan,/ atau perusakan lingkungan

oleh korporasi sesuai prinsip restorative justice di masa datang maka pelaku dalam hal ini korporasi akan

berhadapan dengan Korban pencemaran lingkungan hidup dan negara sebagai fasilitator Fasllitator dari neqara

untuk tahap awal ini bisa diwakili oleh hakim Dalam kesepakatan antara pelaku dan korban tersebut yang

paling utama adalah adanya pemberian ganti kerugian dari pelaku terhadap korban Dalam konsep kedepan

ir,r:a nya mengenai besar dan mekanisme ganti kerugian ini diatur dalam aturan pelaksanaan

l(ata kunci: perlindungan hukum, korban, pencemaran lingkungan, restorative iustice

I" PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan ekonomi dan inclustri, kebutuhan akan

slrmlrer drva pertambangan semakin bertambah. Di sisi lain, mirsalah kerusakan lir-rgkungan

akibat eksploitasi pertambangan jriga semakin rneningkat. Kasus-kasus pertambangan vang

mengemukii yrrng didr-Lga meningkatkan kerusakan lingkungan antara lain adalah PT' Freeport

Indonesia, PT. Newmont Minahasa Raya (NMR), PT. Newmont Nusa Tenggara, PT. Kelian Equa'

torial Mining (KEM), PT. Adaro Enviro Coal, PT. Arutmin, P'f. Kaltim, PT. Prima Coal, PT. Indo

Muro Kencana (IMK), PT. Meares Soputan Mining, PT. Nusa PT. Halmahera Miniral, PT. Barisan

Tropicai Mining dan masih banyak yang lain (wwr,r''wa1hi'org.icl, 2C07).

Aktifitas inclusrri di Inclonesia, berdasarkan data Departemen Perindustrian Tahun 2006

menghasilkan26.5l4.883 ton Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) clari berbagai sektor industri.

Di scktor indusrri kimia hilir beredar 3.Z8Z.541ton B3, industri kimia hulu sebanytkZt.066.246

irr1, indr,.srti logam mesin tekstil aneka (ILMTA) sebanyirk 1.142996 ton, dan inclustri kecil

nrcricngah (IKM) scbanyak 423 ron (Kementcrran Negara Lingkungan Hidup, 2006)' Akibat

pen.eillaran dan/ atalr perusakan lingkungi-tn iir.seL-,ut i:ii-r: ;aling merasakan atlalah korban.

Korbalr juga yang paling menderita kerugiari, baik kerugL.in i-rrarerijl m.:rLtpulr rmmateriil bahkan

juga herrkibat korban cacu seumur hiclup. PrrrLleiitirar-r jlLla :,k,r. .lii'Ll,rmi .tieh keluarga korban,

oleh kartna itu wajar jika korban harLLs me,,rlrt',r,tt l'et-linl,.Lt-ll,lt-t-

Perlurrya diberikan periir-rrlur-igan hukttir 1.,.'ir,,-i--, krr-l'--Llt kc: l,.itan secara tllelrrilLlai ti"lak sajr

meruplkan isu nasional tetapi iniernasional, c,1eh k:ier,a irr-r nasalah ini per'lu mem.neroleh

pc-rhltian yang serius. Per-rtingnl,a perlinc|-rngan korl.al keiir.it.Lii-Ln nten,l,er,-,1":h pethatiair -serius,
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-- - }-ii,Lt clari dibentuknya Declaration of basic Principles of lustice for Victims of C)rtnte and Abuse
- -' ,,leh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari The Set'enrh Unitedliauon Congress otr

I -' . -.iion of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung dl Mllan Italia September

'r lrJik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultorn, 2007' l2).

- ,..- penelitian yang dilakukan oleh'VTidowati menunjukkan bahw'a diantara tujuh perusahaan

'- :-nvatakan bersalah melakr-rkan pencemaran lingkungan dan dilatuhl pidana yaitu PT.

--:..rer Lestari Parahyangan (PT.Gladiatex), CV COS-50 Lampung, PT. Kal-ratex di Garut, PT.

- Ji'.,o Environrnental lndonesia di Bekasi, PT. Sekar Bengirrv:Ln, CV. Subr-rrtex clan PT. Dunia

:: . Sanciang Asli Textile (DSSA) tidak ircla satupun yang n-remberikan garrtr kerugian kepada

': --n (\'eni \Tidowaty, Z)Ll Z8Z)"

I .rL korban pencemaran dan/ atall Lrerusakrrn lingkungan, tidak rnuciah ,,tntuk dapat
':r-r!911!rt ganti kerugian kepada pelaku. Apabila rnengajukan gugatiin sccara perdata

--.::rrrlukan waktu lama dan biaya yang clikeluarkan tidak seimbang dengan l-rasii 1,ang clidapatkan.

--.. rersebut dikarenakan disamping mekanismenya beium diatur, nilai ganti rugi juga beltrm

-. ,..:ur. Hal ini pernah terjadi patla putusan Pengadilan Negeri Pekalongirn pada iahun 1995.

-'....am hal clemikian, Lrpaya memberikan perliirdungan hukun-r terhactrap kr-,rban akan lebii-r

-.rmirkna apabila korban dilibatkan dalam proses penyelesaianny:r. Suatu konsep 1,2119

:ri.embang yang rnelibatkan korban di dalamnya disebr-rt keadilan restorativ atau restoratiue ius-

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan sebagai

:- -rLkut,

i ) Bagaimanakah penyelesaian kasus lingkungan hidup yang terjaCi selama ini Laik melalui jalur

pengadilan maupun di luar pengadiianl

1) Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban pencelnaran dan/ atau

perusakan lingkungan hidup selan-ra inil
3) Bagaimanakah model ideal perlindungan hukur,r terhadap korban pencemaran danf atau

perusakan lingkungan oleh korporasi sesuai prinsip restorative justice di masa datangi

II. METODE PENELITIAN
l. ParadigmaPenelitian

Paradigma (Lexy Moleong,1996, 30)yang digunakan dalam penelitiar-r ini adalah konstrukritlsme

(Egon G. Guba dan Yvonna S, Lincoln, 7994: 100) karena penelitian ini climaksr.rdkan Lrntlrk

menghasilkan sltatu rekonsffuksi pemikirar-r atir.u gagasall serta mc,del baru mengerrai pcrlindtrL'rgan

hukum terhadap korbar-r, dan gaga,san serta teori yang ada sebelumnya atau sama sekali baru.

2. Tipe Fenelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sccio-legalyakni penelitian dalam bentuk penelitian empiris

)rang berorienhsi pada penemuan teori-teori mengenai ptoses rerjaclinya dan mengenai proses

bekerjanya hukum dalam masyarakat atau menyelidiki sangkut paut hukum dengarL gejala sosial
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lainnya (Romli Atmasasmita, 200% 27). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

data primer dan data sekunder.

3. Ieknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis

mengalir (flow model. of analrysis) (Mattew B Miles dan A Michael Huberman, I99Z: 19-70):

Secara lebih rinci data yang diperoleh dari penelitian, baik penelitian kepustakaan atau penelitian

lapangan, diolal-r dan dianalisis secara kritis analitis dan disajikan secara deskriptif kualiratif. Tal-rap

aiiiilisis data merupakan satu tahapan yar-rg penting clalam suatlr proses penelitian.

Berkaitan dengar-r suatu penelitian hukum yang ingin mencari jawaban mengenai masalah

lruk,.rm yang fbkus ke persoalan perlindungan terhadap korban, maka penting unnrk melakukan

an:rlisis dengan tidak l-ranya penekanan premis mayornya bersumber clari hukum formal maupun

rnateriil, akan tetapi premisnya juga dicari dari teori-teori yang acla, 1,ang semlranya secara lirngsung

atziu ticlak menclasarkan kebenarannya pacla data yang diperoleh melalui penelitian-penelitian

berlogika induksi (Soetanclyo Wignjosoebroto, 2007: Z9-lq.

III. HASII. PENELITIAN DAN ANALISIS
A" Penyelesaian lhsus [ingkungan Hidup melalui lalur Pengadilan dan di luar Pengadilan

1. Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup di luar Jalur Pengadilan

Pasal 84 LJndang-undang Nomor 32 tahun 2009 (UUPLH) ),ang menyatakan bahwa

penr,elesa'an sengketa lingkungan hidup clapat ditempuh n-relalui pengaclilan atau di luar

pengaclilan. Selanjutnya clalam pasal terseblrt jliga menentukan bahwa pilihan penyelesaian

sengketa lingkur-rgan hidup clilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan

rrieLaiui pe ngadilan hanya dapat clitempuh apabila Lrpaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan

,vang clipilih dinyatakan tidak berl-rasil oleh salah s:,.tu atau para pihakyang bersengketa.

Penveiesaian sengketa lingkungan di luar pi:ngacJiian n-reilLi-ri crLternatiue disputc resolution (ADR)

hersifut pilihan (suka rela) cian tidak beriaku terh:rdap tincirLk piclana lingkun,lan hidup. Hal-hal

yang .l'.1p,irt dilakuk,rkan melalui ADR ini ailaleh ganti kerugiar, clan,/ atu-r tinclakan-tindakan

terfei-rtiL guna menjamin tidak akan terr.rla;-.gnirs clampak negatif terhr.iap lingkungan (Mas

Achmal Santosa, 2003: 42). Hal teriebut sesr.ui cicngan ketentiran Pasai 85 LIUPLFi 2009:

(i) Per-ryeiesaian ser-rgketa iingr<unqan hiciup diiuar per-rga.lilan ,.'li1,rkr-rkan unrrrk n:e,r:apai

Kesimpulan-kesimpulan
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kesepakatan mengenair

a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/ atau

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan

perusakan; dan/ ata:u

perusakan;

terulangnya pencemaran dan/ atau

cl. tinclakan untuk mencegah timi:uinya ci:unpak riegatif terl-iadap lingkungan hiiltrp.
il)Peiryelesaian sengketa di luar pengadiian tictak berlaku rerhadap rinciak prdana lingkungai-r

hidup sebagaimana diatur cialam Undang-Unclang ini.
il)Dalam penyelesaian sengketa lingkungai:, l-ridi-rp cii luar pengadiian dapar rJlgrrnakan jasa rne-

i'liator dan,/atau arbiter i.lnruk niei-nl-.antu menyeirsaikrn sengketa iingkur-rgan iri,-lup.

Tujuan diatr:rnya penyelesaian serrgketa di hrar petgadiia-r-l adaiah unnrk inclir:,Jungi h:i<

ieperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepnt dan efisien. Hal tersebut mengingat
p'enyelesaian sengketa rrielalui jalur litigasi cenilerung memirutuLrkan vraktrr lania clan biaya 1,ar-rq

relatif tidak secirkit. Proses penyelesaian sengkera rii pengaclilan lambar, biaya beracr.ra rnahai,

p'engadilan dianggap kurang responsif daiam penyeiesaian perkara, sehirlgga plrrusan sering iirJak

naInpLI i-nenyelesaikan masalah elan penrrmpr-ikan perkara clitingkat Mahkarnah Agung vans

lJak- terselesaikan. Khusus terhadap sengketa lingkr-rngan hidup, pilihan penyelesaian sengkera

irngl<ungan hitlup cli luar pengadilan ciapat dilakukan rneiair-ri sebuah lembaga baik 1,x11g dibentriir

-'le1 , pemerintah cian masyai'akat sebag.'rimana drirtur dalam Fasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor
ji iiiiruii 2000 yang menenr.rka-n b:rhrva ienrbaga lasa dapat clibentuk oleh pemerinrah p,.r.saf

Jan/ atau pemerintah daerah. Lern-baga penyedia jasa yang dibenr-ik oleh pemerintal-r pusar

Jitetapkan oleh }lenteri dan berkedudukan di instansi 1,ang bertanggungjawab di bidairg
p'engendalian clarnpak lingkungan. Sernentara itu, lembaga penyedia jasa yang ciibenruk oleh
p'e merintah daerah ditetapkan oieh Cubernur/ Blrpati/ IW'alikota dan berkedudukan di instansi

i'ang betanggungjar,vab dl bidang pengendalian damr.,ak lingkungan daerah yang L,ersangktitan"

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa per,lelesalan sengketa lingkungar-r hiciup di trriar

per-rgadilan mer.ipakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk
alenentttkan lembaga penyediii jasa yang memban[, penyeiesaian sengketa lingkirneair i-iichip-.

ernbaga penyedia jasa menyediakan peiayanan jasa peiLyelesaian sengketa Lngkungan hldup
:iengan lnenggulLakirrr ilantuan arbiter atau mcdiaror etall pihak ketiga lainnya. Apabiia paiii
rrhak teiah rnemiiih rrpalra penvelesaian sengkera iingkungan hidup di luar pengadilan, Brigsian
:leialtii pengadilar-r harrya dapat ilite miluh apabii;i uFiaill rerseL.,ur clinyatakan tiCai.- berhasil secrrra

cituiis oleh sairh satll afali para piiirak y,ling bersengl.-era atau salah sarli atarl para pihai< varrg

:ersengketa menarik diri cinri perundiilgan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahur-r 2009 bahrna penyelesaian sengketa lingkungan hiciup

i, iuar perrgaJilan cliselenggarakan unftrk rncncapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya

..inti r"itgi iian/ atar: nlen5iefliri tindakar-i re]tenrrr guna menjamin tidak akan terulangnyl
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pencelnaran dan/atau perusakan clan/atau n-renjamin adany,r tiLr,'lakari gilila iiiencegah tiinl--,tiinya

.lampak negarif terhaclap lingkungan hiclup. Penyelesaian sengketa rii iuar ;,engadilan ini tidak

berlakr-r terhadap tindak pidana lingkungan hidup'

penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan i:eiseblit ciai-,ar iLitasiirr'sr .reialtti

jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengarnbil keputr'rsan, trntuk n'rembantu

n-rcnyelesaikan sengketa lingkungan hiclup, sepelti pemerintah .ian,/ titall n'':rs,u'arakat" '{dapun

bentuk penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup t1i iuar pcng:rdlian dapar melalui'

ar.bitrase, mediasi, negosiasi, konsiiiasi dan /nct finding. Bcrikr-rt akair clijeiaskan masing-niasLng

bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hiclup cli luar per-igadilan'

a. Arbitrase

perr.velesaian sengketa melalui arbritase berarti dengan cara i-r-Itrr/erafii':,i', ii.pa.ia piirak ketiga

(netral) yang menpunyai wewenang untuk memutuskan perkara' il'icnuii-it- iteterriuan Pasal 1

angka 1 Undang.undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalal-r cara penyelesaien satu

perkara perclata di luar peradilan utnum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dib''rat

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa'

Daiam penyelesaian sengketa lingkungan hidrrp menggunalian artinase secara teoritis

merrilns lebih cepat dan "murah" dan dengan prose.lLtr yiing sederharla lralitlin piiiliai" ini

1<a.1,,,r-rg dirasa kurang tepat dikarenakan arbitrase menyerupai ctlengan pen;iadiLarr. sehingga

kcp-,r-rrus:rn yang .liambil bisa saja trdak menimbulkan kepuasar, dari keciira 
'belah pihak rlarn urin-

w,insoLutronsticlakclapartercapai. MenurutUndang-unclangNo. 30 Tairiii-r 1999, padir prinsipnya

mekirnisrne penyeiesaian sengketa dengar, arbitrase adaiah rnciirl Lir riga i,i-ra;r:'ln, yai'tl-t: tahap

persiapan atau pla pemeriksaan, tahap pemeriksaan atall peneiltuan dan tahap pelaksanaan'

b. Mediasi

Orang yang menjadi penengah clisebut mediator. L)aiar-r-r penyeiesaian sengketa lingkur]gan

hi.lup, apabila antara kedua pihak tidak clapat menyelesaikan sendiri setgketa yang mereka

i-radapi, mereka clapat menggunakan pil-rak ketiga yang netrai un'"uk iriernbantu mereka

rnencapai persetujuan atau kesepakatan. Mecliasi sendiri diati-tr iialar,r Pasal 6 ayai (3), (4) dan

(5) Undang-unclang No. 30 Tahun 1999. Dalam mediasi, seorang mc,Ciator mempunyar clua

(2) macarn peran yang dilakukan, yaitu: pertdmd) [Lediator berpetai'i pa;ii. Hai ir'i betarri para

pihak sencliriyang lebih aktif untr-rk menyelesaikan permasaiahaii yang mereka hadapi sehingga

pelan mecliator hanya sebagai penengah, mcllSziIahkan penyciesaitrn serrgket:11 'ian sel''agatnya'

Ked,,tn.,mecliatc,r berperan akdf. Hal ini Lr.:r'arti. nrediiiicr il--rat n're-lakukll-r L'erbagiri tir-ldakan

seperti merunuskan clan mengartikulirsi l.rik tet,.iu iil,lr'li 'rLriiai:iil,,il-1i.i;-i 
tt":liraan pantlangart

.lat.r ntemberikan pengertian kepada keciua t,clah pihak te ri. ',-; - ; c"ie lt' "'r jtriiketit' De irgan

clernikian seorang rnediator diharapkan riapat menyelesaikJl.I f,ct;:--r''lii: i rt--r-se'but }''r'tenr

ke.ltta pihak yang berscnqketa bersi{ai ni:rilrinilgtl'

Mediasi diatur dalarn lrasal 85 .'{an 86 Unclang-un.'Laiigi"J,' iL, tt'}') 
'i,,ihiiir' Zi't'), pc.iv'icsr'' i'-"t

;err.lketa li.gkungan hirlup rlelalui mecliasi dinilai nrerupaf..rn lar,gk:li tr)rr)a1i' n:ielil',at irahr'va
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keputusan hasil perundingan mediasi merupakan responsif atas permasaiahan yang

disengketakan disamping melihat pada segi biaya dan waktu yang relatif lebih minimal. Dalam

penyelesaian sengketa lingkungan hidup, mediasi akan menguntungkan kedua belah pihak,

selain proses penyelesaiannya yang cepat dan biaya murah. Selain bergantung kepada media-

tor, hasil dari negosiasi dapat juga dikatakan gagal apabila ada salah satu pihak yang rneiakukar,

pengingkaran terhadap hasil mediasi.

c- Negosiasi

Negosiasi adalah proses tawar menawar yang bersifat konsensus yang di dalamnya para pihak

berusaha memperoleh atau mencapai persetujuan tentang hal-hal yang disengketakan atau

yang berpotensi menimbulkan sengketa. Para pihak yang bersengketa berhadapan langsung

secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi secara korporatif

dan saling terbuka. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan negosiasi bisa saja

unsur-unsur hukum tidak dipersoaikan, asalkan proses negosiasi tersebut mampu diselesaikan

dengan baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sukses atau tidaknya sebuah

negosiasi tergantung oleh tujuan kedua pihak yang bersengketa, yang tentunya negosiasi

tersebut akan mengalami kendala apabila salah satu pihak tidak memahaini pentingnya

negosiasi sehingga hanya menonjolkan hak-hak masing masing pihak. Selain berhadapan secara

langsung antara kedua belah pihak, pada suatu keadaan tertentu masih tetap diperlukan

perlunya orang ketiga yang memahami negosiasi sehingga hasil negosiasi justru tidak

merugikan/ menguntungkan salah satu pihak.

2. Penyelesaian Kasus Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan rnelaiuiJalur Fengadilan

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 Undangundang Nomor 32 tahun 2009 baLrwa

penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadiian atau di luar

pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut dilakukan secara suka rela

oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila

upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah

satu atau para pihak yang bersengketa.

a. Ganti Kerwgtan dan Pemulih.an Lingkungan

Setiap penanggung jawab usaha dan/ ata',t. kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar

hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan

kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/ ata,:t

melakukan tindakan tertentu. Seiain itu bagi setiap orang yang melakukan pemindahtangalxan,

pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/ ataukegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar

hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/ atau kewajiban badan usaha tersebut.

Pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan

pengadilan dapat ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan Pasal 87 ayat (1) menjelaskan bahwa

selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat
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pula dibebani oleh hakim untuk melakukar-r tindakan hukum ttl'tr-r.trl, rltli.ilfilra pciil-ri.ai-i

untukr

a) memasang aralr memperbaiki unit pengolahan iimbah sehingga lirnbab sesr.;ai deligan baki.r

b)

d

rnr-rtu lingkungan hlclup yang ditentukan;

memulihkan fungsi lir-rgkungan hidup; dan/ atau

rner-rghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemel:an dar," atau pe 'rusekan

lingkungan hidup.

Trnggung Jawab MutlaV Strict Liabiliq

Menurut ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 baht'a setiap otang

yang tinclakannya, usahanya, dary' atau kegiarannya menggunakan B3, n-rcnghasiikan .1an,"

atau mengelola limbah 83, dan/ atau yang rnenimbulkan al1camal1 se,i.is rerhacial,

lingkungar-r hidup bertanggung jawab mLrtlak aras kerugian yang terjadi tanFra ps5[3

b.

pembuktiar-r unsur kesalahan.

Tenggat Kedaluwarsa r:ntuk Pengajuan Gugatan

Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang r.v:Lktu

sebagainrana diarur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata clan dihitung

sejak diketahui adanya pencelnaran dan/atau kerusakan lingkungan hidLip. Keter'tuan

mcn.g,:n:ri tenggat keclaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran danT'atair kerusakan

lingkur-rgan hiclup yang diakibatkan oleh usaha clan/atau kegiatan yang mcnqgLrnakan dan/

iltalr mengelola 83 serta menghasilkan dan/atau mengelola lir-nbah 83.

Hak Clucat Pemerintah dan Pemeiintah Daerah

Instairsi pemerintahdan pemerintah daerah yang bertanggung ja\l,',,ab di bidang lir-igkungan

fiidtLp berwenirng mengajukan gugatan ganti rugi clan tindakan tertentrj terhadap usaha dan/

atag kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hiiiup yang

mengal<ibatkan kerugian lingkungan hidup. Kerugian lingkungan hidup adaiah kerugian yang

timbul akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkr-rngan hidup yang bukan merupakan

l-rak rnilik privat.

I-Iak Gugat Masyarakat

Nlasyarakat berhak mengajukan gugatan perwzrkilan kelon-rpok untuk kepentingan dirinva

seldiri dan/ atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat

pencenlaran dan,/atau kerusakan lingkungan hi,Jr-rp. Gugatan dapat diaiukan aptrbila terdapat

kesamaan fakta atar-r peristiwa, dasar hukrtln, settit jet:is tuntutan di antara w'akil kelompok

clan anggota kelompoknya.

Hak Gtrgat Organisasi Lingkungan Flidup

i-lul3r:r rangka pelaksanaan tanggung jawal. perlindungan dan pengelotaatt iin:,ltittlluLr l:tjlL1'

organisirsi lingkungan hrclup berhak mengajukan gugatan r.rntrrk kepenttrrgall ri,:rle isriin irlngsi

lir-rgk1rngan hidup. Hak rL-re ngaiukan gugat;tn terbatas prlL1a tuntutatr unti-ik rnt-iiLkuk.'.,, '-itlui.rkrrl-,

tertentu tanpa adanya tLliltutan galltt rtlgi, kecuaii biaya atau pengeil'.alan ;-i;1.

{.
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Penvelesaian sengketa melalui jalur Pidana

Tinclak pidana lingkungan hidup di Indonesia saar ini dapat dikaregorikan sebagai ad.ministra.

- :i DLl''ol.law atau public welfare o;t'fenses yar-ig memberi kesan ringannya perbuatan tersebr,rt. Dalam
-r1 irLi fringsi hukum piclar-ra bersifar menunjang sanksi-sanksi administratif untuk dita:Ltinya

:-!'rma-norrra hukum administrasi. Dengan clemikian keberaclaan tindak pidana iingkungan
:-:i.nLihnya tergantung pada hukum lair-r (Barcla Nawawi Arief, 1998: 203).

Dalan-r merttmuskan TPLH hendaknya selalu diingat bahwa kemgiirn rian kerusakan
:nrkr-tngan hidup tidak hany:r bersifat nyata (acmiaL harm) retapi juga yang i:crsifat ancaman
i-llsakan potensial, baik terl-radap iingkr-rngan hidup maupLrn kesel-iatan rlirfllm. Hal ini
-iLsebabkan karena kerusakan tersebut seringkali ticlak seketika tin-rbul dap ri,,i=l<,iensa;-r rr-rudalr

: ula untuk dikuantifikasi.

Dalam merurnuskan TPLH hendaknya selalu dipertimbangkan adanya eLr:a rnacam e.lemen

akni elemen material (material element) dan elemen mental ( mental elernent). Elernent inaterial
:'.e ncakup, (1) adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuaru (onrission) yang menyebabkrn rerjadinya

-rnrlak pidana atau (2) perbulatan atau dclak berbuat yang melanggar arau i:errentangan dengan
.:anclar lingkungan yang ada (Muladl, 1997, ZOZ).

B, lmplementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran dan/atau Ferusakam Lingkungan

Hi*up

)ari hasil penelitian kasus yang didapat kebanyakan diselesaikan secara admilistraril Bei:e-rapa

.-.-.'-rs linekungan hidup yang diselesaikan dengan menjatuhkan sanksi adrnini-"trarif antara lain:
Tahun 2007 ada 11 (sebelas) perusahaan dan tahun 2OO8 ada 7 (tujuh) perusal-raan di Karanganyar

rng memerlukan pembinaan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Karangnyar. l,rntuk tahun
I .'tr7 perusahaan-perusahaan tersebut adalah, PT. lndo Acidatama Tbk, PT" Kusumahadi Santosa,

lT. Sarvah Karttnia Agung Tekstil, PG. Tasikmadu, TPA. Tinja kec N4ojogedang, Perernakan

3.rbL, Peternakan Ayam ada tiga tempat. PT. Telkorn (menara telekornunikasi), PT. l.,Aanunggal

rJLpura" Setelah ada pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup kemudian perusahaan melakukan

.:rl-aikan, maka tahun 2008 tinggal 7 (tujuh) perusahaan yang diberi pernbinaan teknis. Ketujuh
::rltsahaan tersebut yaitu Peternakan ayarn, PG. Tasikmadu, PT. Panca Darma Prispau,ira, PT.

::kar Bengawan (Dinas Lingkunqan Hiclup Kabupaten Karanganyar, 2008). Apal.,ila ticjak bisa

--rlakr-rkan pembinaan, maka akan diseleseikan sesuai perunclangunclangan yang berlaku. ,vaitu
.r riasar :rsas subsidiaritas.

Perr,binaan y:ng dilakukan Dinas Lingkungan Hidup ini sebetulnya merupakan ceril r':rediasi

.-.:'iara r:rasyalakat dengan pentsahaan ,iirnana sebagai mediator dari Badan Lingkungail I.{iclup.
r.:aL-.ila tidak bisa dilakukan pembinaan tersebut kemudian lar-rgkah pertama diselesaikan secara

:-:r'i-rir-risrratii dulu, baru kemudian cara yang 1ain.

Sebagai contoh sanksi adimrnistratif adalah sebagai berikut: terhadap PT. Danaiiradi berupa

:-

-t

-
=

==

=

-



10
JURNAL I\4EDIA HUl(UI\4

sanksi administratif clengan Keputusan Kepala Badan Lingkr-rngan Hi.1up Propinsi Jawa Tengah

aras nama Gubernur Nomor 660.1/BLH.l/1504, tgl Zi Agusttts 2008 berupa paksaan untuk

melakukan' a. membenahi IPAL secara keseluruhan sesuai ketentuan teknis dan mengoperasio-

nalkan secara optimal; b. mengajukan IPLC jangka w'aktu pelaks:u-raan kewajiban selambat'

iambarr-r1,a 90 hari sejak diterimanya keputusan ini. Contoh lain untuk sanksi administratif

terhaclap PT. Agra Kencana Gita Cemerlang Kabupaten Karar-rganyar yang ditetapkan dengan

kepurr-isan Kepala Bapedalda Jateng atas nama Gubernur Jateng No. 660.1/BPDL.I7 0974 tgl

)ZMet 2008 berupa: a. memperbaiki dan menyempurnakan IPAL; b. mengelola limbah padat

dari IPAL Gludee) dan dari penggunaan bahan bakar batubara (bottom ash danlf ash) yang termasuk

kategori sebagai limbah 83 dan c. rnelakukar-r pengujian kualitas emisi cerobong dan kualitas

udara ambien dari sumber tidak bergerak secara rutin 6 bulan sekaii. Jangka waktu pelaksanaan

kervajiban dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari sejak cliterimanya keputusan ini.

Ultuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dalam berbagai

hentr-rk dan berbagai cara. Bennrknya bisa berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, bisa

berupa sanrlrnan atau pemberian dana seperti yang dilakukan oleh PT. Palur Raya. PT. Palur

Iiayii selaiLr memben dar-ra bantu,rn kepada masyarakat juga akan membangun gedung serbaguna

runrsk fhsilitas publikwalaupun hingga saat ini masih dalarn proses. Sedangkan caranya bisa dengan

6er1irsi, ircgosiasi rtau arbritasi clsb. Seperti kasus yang terjadi antara PT. Acidatama Chemical

ilJusrri (IACI) 
"lengan 

kelompok tani Sumber Rejeki Kanten, Desa Sroyo Kecamatan Jaten

Kabr-rpaten Karangnyar eliselesaikan der-rgan kesepakatan antara dua pihak.

Penyelesaian kasus lingkur-rgan yang terjadi antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa

Ngr.ir-rgo Kecamaran Jaten Kabupaten Karangnyaryang diwakili oleh Konsorsium Korban Limbah

(KKL) warga Desa Ngringo. PT Palur Raya pada r,vaktu itu digr.rgat warga karena berclasarkan hasil

pemeriksaan laboratorium yang di yang dilakukan tim independer-r dari UGM llmbah perusahaan

tersebut menganclung B3. Kesepakatan kedua belah pihak antara PT. Palur Raya dan masyarakat

Desa Ngringo, Kecarnatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang diwakili oleh Konsonsium Korban

Lirnbal-r (KKL) pada tanggal 19.]anuari 2002. Kesepakan ini diarnbil dengan iktikad baik dari

kedua belah pihak unruk hidup bertengga clengan baik. Pada saat itu disepakati bahwa'

a) Pihak PT Palur Raya akan memberikan clan:r sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus

jlta rupiah) kepada warga desa Ngringo clengan clisaksikan oleh Bupati Kepala Daerah

ki,rbupaten Katangnyar.

b) elengirn kesepakatan ini maka gugatan per-.tlata oleh i)T p:ihLr Raya terhadap Tim Independen,

serrr runrutan pidana ole[ masyarakat terhaclap PT PaJtrr r;iva dicabut selambat-lambat 7 (tujuh)

hari setelah kesepakatan dibuat.

Penriiihan penyelesaian sengketa atau .llterlrrJ ttue drsputeresoLution (ADR) memang sering menjadi

pilihal para pihak yang beisenqketa. I",[enunrt Sr-lLlharto, ADB. rr-rciniliki potensi '-rntuk dijaciikan

u,ahana penyelesaian konflik [n.ekurrgln karenir beber:rp-,a ,rlr,isrn (Suc]hatto P. Hadi, 2008):

a.) rnenrurngkinkan keterlibaten aktif semLur pil-rak vang bersengiieta. Keterlibatan ini
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menumbuhkan rasa meniiliki terhadap perundingan.

b) Dengan keterlibatan sebagaimana disebut dalam huruf a pihakpihak yang bersengketa akan

mendukung kesepakatan, sehingga keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak bisa

lei.ih dijamin. Peinrakarsa kegiatar-r tidak merasa dipermalukan dan disuclutkan di media masa,

sedangkan di pihak masyarakat (affected people) tidak merasa potuerless.

c) Selaras dengan budaya mas1rx13[x1 Indonesia yang menjunjung tinggi asas rnusyawarah.

J) Penyeiesaian sengketa melalui jalur perundingan (ADR) secara teoritis lebih efisien (dari segi

biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang u,in-

u'in ini menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak. Keberlanjutan ini sangat

penting, karena rerjaclinya resistensi masyarakat terhadap kehadiran usaha/ kegiatan akar-r

mengancain kegiatannya. Hal yang penting bagi dunia usaha adalah degree of acceptance dali

masyarakat.

Kesepakatan yang Jiiakukar-i antara PT. Palur Raya dengan masyarakat desa Ngringo selakr-t

korban yang dirvaklh oleh KKL merupakan pilil-ran yang disepakati bersama antara pelaku dan

ktrrban. Pada penyelesaian sengketa melalui jalur pidana juga beium men-rberikan perlir-rdungan

irukum kepacla korban. Dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakr-i seolah-olah suclai-r

-rLrasa cukup. Padahal dalam sanksi pidana juga ada sanksi pidana tambahan terhadap korporasi

,:erlipa melakukan tindakan tertentu. Beberapa kasus tindak piclana lingkungan hidup

-'.: I1-r-i i! ItlD\-L:

'iihat tabel 1)

Dari kasus-kasus tersebtit di atas tidak ada satupun yang menjatuhkan sanksi pidana berupa

::mberian ganti kerugian atau restitusi atalr apaun bentuknya yang mernberikan perlindungan

.r,.kurn kepada korban.

C, Model ldeal Perlindungan Huhum Terhadap l(orban Pencemaran dan/ atau Perusakan [ingkungan

oleh l(orporasiSesuaihinsip flestorative lustice Di ilasa Datang

Seteiah dipaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau
--:-rs:Lkan selama ini dar, implementasinya di lapangan maka terlihatbahwa selama ini korban
'..-Lr-r'r mendapatkan perlindungan hr-rkum baik secara formil maupun materiil. \Ualaupun para

-:ak ada yanq lnenempuh 1alur di luar pengadilan namun belum ada standar tertentu mengenai

::ipa ganti kerugian l,ang l-rarus diberikan kepada korban oleh pelaku.

-. Keur.tungan prinsip Restor"atiue Justice dalam rnenyelesaikan perkara

irla umirrnn)ra saat ini penjatr-rhan sanksi kepada pelaku,/ offender langsung clijatul-rkar clarr

.:-...ra. Jadi dalam Lrroses beracara di pengadilan yang ada adalah hubungan antara negara cian

..:-<r-r. Dengan konsep rcstoratiue justice antara pelaku dan korban ada komunikasi dan Negara

- ,..i1 frrsiiitator. Sebetulnya pada penyelesaian di luar pengadilan hampir mirip dengan resror-

- rr-\ric( hanya saja titlak melibatkan negara. Konsep pendekatan restoratiote iustice merupakan

-:
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IABEL.l

PUIUSAN PENGADILAN NEGERI PERKARA IINDAK PIDANA LINGI(UNGAN HIDUP

NAMA

PERUSAHAAN l#t**o PASAL DAKWAAN PUTUsAN PN PUTUSAN PT
PUTUSAN

MA

PT, Sekar

Benqawa n

CV, Suburtex

Pl Dunia Setia

Sandang Asli

Textile (D55A)

Paulus

Tanujaya,

Di rektu r

Utama

lwan

Hartoyo

pekerjaan

direhur dan

Adji Silvano

lrawan, 5T

pekerjaa n

KaBag

Finishing

1. Budi

Santosa

Pekerjaan:

d i rektu r

oprasional
2, terdakwa

2 Joko

Waluyo
Pekerjaan

karayawan

PT DSSA

Pasal 43 ayat (1) jo

Pasal 45 UU No. 23

tahun 1 997

Pasal 43 ayat (1 ) jo

Pasal 45 UU No 23

tahun 1 997 jo

Pasal 55 ayat (1) ke

1 KUHP

pasal 43 ayat (1 ) jo

Pasal 45 UU No 23

tahun 1 997 jo

pasal 55 ayat 1

KUHP

pidana penjara

selama 8 bulan

dan denda

1 00,000 000,-

subsidair 1 (satu)

bulan kurungan

Kejaksaan Negeri

men gaj u ka n

banding sehingga

pihak suburtex

mengaluka kontra

memori banding.

Putusan PT

Semarang No:

1 40/PtD/2005/Prs

MG memutuskan:

menguatkan
putusa n

Pengadilan Neqeri

Ka ra nga nyr

tanggal 23 mei

2005 sebagaimana

tersebut di atas

Putusa n

Kasa si

menguatka

n

Bdsk Ptus PN Nomor :

20/Pid/B/2005/PN Kray

tanggal 23 Mei 2005

dijatuhi pidana penjara

selama 6 bulan dengan

masa percobaan 9
(sembilan) bulan dan

denda Rp,75,000 000,-

subsidair kurungan 1

(satu) bulan

putusan pidana nomor:

1 9/Pid.B/2005/PN.Kray

tanggal 23 Mei 2003: 1.

lwan Harloyo dilatuhi
pidana penlara selama 5

bulan masa percobaan B

bulan dan denda

70 000,000,-subsidair

dua bulan kurungan,2.

terdakwa ll Adji Silvano

lrawan dijatuhi pidana

penjara selama 4 bulan

masa percobaan 7 buian

denda 20.000.000,-

subsidair satu bulan

ku ru nga n,

Nomor :

53/Pid.B/2005/PN, Kray

r terdakwa I budi

santosa dengan

pidana penjara

selama 5 bulan

dan masa

percobaan B bulan

dan denda sbsar 25
juta subs 1 bulan

ku ru nga n.

Terdakwa ll joko waluyo

dengan pidana penjara

slama 4 bulan dengan

percobaan B bulan dan

denda sebesar 20 juta

:ubs 1 bulan kurunqn.

(Sumber data Pengadilan Negeri Karatrganyat 2009)

sual.u ren.lekatan yang lebih menitik-beratkan pada kon.iisi terciptanlra kea,lilan dan

keselml,irngan bagi pelak,.r tindak pidiina scrta kortrannvl sendiri. Mekr-Liiisi-iltt t:ite acarll dair

peradilan pidana yang beribkus pacia pen-ii,i.,i'iaari cliui'iri-r rncnjadi proses ciiaiog dan me.-liasi

iinftrk nlrnciptakan kesepakatan aias penyelesaian perli.ir.i ptrlana yans lehih ndil dan seimbang
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:agi pihak korban dan pelaku.

Restoratiue justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, Restorasi meliputi

:ernulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan

-'-tas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan

lensenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya,

reLalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan

-...-r-rnya. Hal ini menjacli penting karena proses pemiclanaan konvensional tidak memberikan

:-iang kepacla pihak yang terlibat, dalarl hal ini korban dan pelaku untuk berparrisipasi aktif

-:rlar-n penyelesaian masalah mereka.

\,{antan Ketua lr4ahkamah Agung Bagir Manan (Jecky Tengens, 2011) pernah menulis bahwa
-,alltbatan dalarn melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber
-:ala sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukr-rm akan

:e tap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifrrt melawan irukum tidak akan hapus karena

:erdamaian. Disamping keuntungan tersebut diatas ada sejumlal-r keur-rtungan yang lain adalah:

:-. bahrva masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya

vang dirasakan lebih adil. Dalam hal ini asas sederhana, rerang dan runai yang lebih banyak

dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan

.1apat juga diterapkan dalam hukum pidana.

:- aparat kepolisian, kejaksaan dar-r pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberanras

tinclak pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkotika, terorisme

sehingga beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang.

i. Penerapan Restoratiue Justice di Beberapa Negara

Praktek di banyak negara di dunia, trend yang berkernbang menunjukan bahwa restoratiue

:.-itice ini hanya terbatas pada tindak pidana tertentlr saja dan yang paling banyak diterapkan

.la1ah pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukari c,ieh anakanak dan remaja seperti dl New

Z:aland, Inggris dan \7a1es, Philipina dan Canada. Pandangan ini dapat menjadi berbeda jika

:relihat kepada kasus di Afrlka Selatan pasca aparheid, Pemerintah Afrika Selatan justru

:rempergrlnakan pendekatan restoratirre justice dirlar,-i menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang

:ernah dilakukan oleh rezim Aparheid. Restoratiue justice telah diterjemahkan dalam berbagai

:riasi rumusan dengan berbagai variasi nilai atari dasar filosofis, syarat, strategi,mekanisme, pro-

::am, dan bahkan jenis maupun tindak pidana dan terhadap siapa saja pihak yang dapat terlibat

-rjalamnya. Daiam beberapa regulasi bal-rkan mekanisme ini diterjemahkan secara rinci. Beberapa

:- al yang menarik dari berbagai regulasi tersebut adalah bahwat

'-. Terdapat beberapa negara yaitu Australia, Canada, Finlandia, Ghana, Bulgaria, atau Belgia,

\rang menerjemahkannya sebagai suatu konsep mediasi dimana dibuka peluang penyelesaian
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perkara pidtrna diluar sistem peradilan sementara, atau

b. Terclapat beberapa negara yaitu lnggris, Selar-rciia Baru, atau Afrika Selatan, yang memasukkan

konsep ini sebagai bagiar-r dari sistem pemiclanaan'

perkembangan penerapan pendekatan restoratiue justice yang marak akhir'akhir ini karena

muncul anggapan paracligma ini membawa banyak kettntungan perubahan yang positif terhadap

masyarakat dan negara.

3. perlindungan hukum terhadap korban dalam pencemaran lingkungan Prinsip Restoratiue

Justice di Masa Datang

L)aiam 6a1 rerjadi pencemaran dan atau perusakan iingkungan dimasa datang idealnya korban

lebih ,iiper:hatikan, Korban bukan hanya sebagai pihak yirng dirugikan saja sehingga dengan

Ll;jarlrlii.ir.nnya sanksi kepada pelaku seolah-olah perlindungan hukum terhadap korban sudah

rer.crllrxr. Korban bukan lagi sebagai objek namLrn sebagai subiek yang berhadapan dengan pelaku.

Apabila pelaku Korporasi sesuai dengan UUPPLH ZO09 Pasal 116 maka peftanggungjawaban ada

p i,1. L,a.lan usaha; dan/atau . orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana

Lr:,:rscrlLlL ar.ru orang yang bertinclak sebagai pemimpin kegiatan clalam tindak pidana tersebut'

Mensacu pada pendapat Tatsuya Ora tentrrng restordtile justice bahwa dibandingkan pada

i:-iii.,rl.r:.ii;rn perkara pidana saat ini dimana hanya ada dua pihak yaitu Negara dan pelaku yang

.1ike1ai .lci-igan sisrem konvensional maka konsep restorative justice lebih memenuhi keadilan

para pil-rak. Konsep seperri ini sebagtrimana gambar cii bawah ini yang dikemukakan oleh Tatsuya

Ota (2005)

RAGAAN 2:

STRUCTURE OF RESTOPAilVE IUSTICE

,:Diveatiofl al crirTrinal
justice systern

I)engan mengaclr ragaan yang dikemukai'.an oleh Tatsrivl Ok:r tetsebut r-naka pelaku dalam

L-ral ini itclporasi akarr berhaclapan dengan l.r:rrl-ran pencemarall lingkung:in hidup dan negara

sebirgai l'asilitator. Fungsi negara sebagai iesilitatot ini senada dengan pendapat Wolfgang

Friedm;i1n, bahu,'a negar'.1 nlrlllpLlll)ei errplit fl-lngsi i'aititr 1) flrngsi negara sebagai pro|idet

(per-rjamin kesejahteraan masyarairat); 2) fungsi negara sebagar regwlator (pengatur); 3) fungsi negara

L,un sh aLnlerll:

restorative justice sYEtem

a warensss oi
darraqe and
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sebagai enterprenur (pengusaha); dan 4) fungsi negara sebagai umpire (pengawas, wasit) (\7olfgang

Friedmann, 1971,:3).

RAGAAN 3

|(ONSEP PENGHIIUNGAN GANII KERUGIAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN (K1H,2006: 6)

Fasilitator clari negara untuk tahap awal ini bisa diwakili oleh hakin-r, hal tersebut clikarenakan

:enyelesaian dengan prinsip restordtive justice akan melibatkan pihak pelaku dan korban. Antara

':e iaku dan korban harus sama-sama didengar pada saat pemeriksaan pengadilan. Korban tidak

--L.irl\,r sebagai pelengkap pencLerita, namun sebagai sublek pokok yang seharusnya mendapat

.lerlir-,,,1ungan. Prinsip perlindungan terhadap korban tetap harus merrpertimbangkan

.-:r :nringan pelaku dalam hal ini korporasi. Jangan sampai perusahaan pada lari sel-ringga investasi

',Lrlln gara-gara terlalu memihak kepada korban. Untuk itulah idealnya ada keseimbangan

.-epentingan antara pelaku dan korban (daad dader strafrecht).

Daiam kesepakatan antara pelaku dan korban tersebut yang paling utama adalah adanya

:.lnberian ganti kerugian dari pelaku terhadap korban. Dalam konsep kedepan ideainya mengenai

--s,rr dan mekanisme ganti kerugian ini diatur dalair-r aturan pelaksanaan. Nilai besarnya ganti

,-::ugian sesuai dengan kerugian obyek yar-rg dilil-rat dari segi ekonomis. Sebagaimana dalam

-1raan di bawah ini penentuan ganti kerugian diberikan setelah melalui beberapa tahapdengan

=i.erapa pertimbangan. Jika tidak maka dalam pelaksanaan di lapangan akan kesulitan dan

- :nrlerung merugikan korban.

Langkahlangkah penghitungan ganti kerugian tersebut adalah sebagai berikut: (KLH, 2006,
--i\

- klarifikasi terhadap proses terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Verifikasi

Jugaan terjadinya pencemaran dan atau perllsakan sumber daya alam clan lingkungan

.lilakr-rkan melalui dua iangkah,

a. Identifikasi sumber pencemaran dan atau perusakan

r-. Proses terjadinya pencemaran dan atau perusakan
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2. Identifikasi lingkungan yang terkena pencemaran clan arau petlrsak-an (sebagaimana ragaan

di atas) terdiri clari langkahJangkah:

a. Identifikasi jenis media lingkungan yang tercemar clan atau rusak;

b. Penghitungan lamanya pencemalan dan atau kerusakan berlangsllng;

c. Identifikasi pencemaran dan atau kerusakan terjadi secara langsr,rng atau ddak langsung;

d. Pengukuran clerajat pencemaran dan atau kerusakan yang terjadi

e. Itlentifikasi starus kepemilikan sumber claya alam darr lingkungan yang'cerdiri darit a. Sumber

.1aya alam ilan lingkungan milik publik; dan b. miiik perorangan"

Jacii iika besarnya ganti rugi sudah ditentukan atarl sudah diatur maka dalam pelaksanaan di

lirpangan sudah ada kepastian hukum sehingga menir-nbuikan rasa keadilan.

!V.sIMPULAN DAN SARAN

A" Simpulan

1. Penyelesaian kasus lingkur-rgan hidup yang terjadi seiama ir-ri baik melaiui jalur pengadilan

malrpun di luar pengadilan

a. l'enyeiesaian Kasus Lingkungan Hidup di luar Jalur Pengadilan

penvelesaian sengketa lingkungan di luar pengadiian melalui Alternatiue dispute resolutian

(r\DR) bcrsrfat pilihan (suka rela) dan tidak berlaku terhadap tindak pidana iingkungan

iriclup. Penyelesaian sengketa lingkungan hiclup di iuar pengadilan tersebut dapat difasilitasi

melalur jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk

membrnt11 menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti pemerintah dan,/'arau

rriasyirr:rkat.

b. Penyelesaian Kasus Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan melalui Jalur Pengadilan

Gugatan rnelalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di

lutlr pcngaclilan yang dlpllih dinyatakan tidak berhasil oleh saiah satu atau para pihak yang

bersengketa. Penyelesaian ini dilakukan bisa melalui jalur penal dan non penal.

Z. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban pencefi)aran dan,/ atau perusakan

lingkungan hidup selama ini

Terhaclap kasus pencemaran clan/atau perusakan lingkungan i-ridtrp )rang diseiesaikan melaiur

jalr-rr pengadilan, pada umumnya belum memberikan perlindungan hukum pada korban.

I)er-rgan menjatuhkan sanksi piclana kepacla peiaku seolah-olah sudah dirasa cukup. Tidak acia

sanksi kervajiban membayar ganti kerugian oleh peiaku kci,ada korban, walaupun dalam LJL-

No 23 tahun 2003 dan UUPPLH 2009 mengatur sanksi piJana tanrbahan terhadap korporasi

bergpa rnelakr-rkan tir-rdakan reitenru. Jii--a mau menggugiit ganti ker'-igian bisa ciilakukan

rnelair,ri jalur keperdataan tetapi memerlrrkan waktu lama cl,,tn gar'ii l{eiugian yang didapat

tidak seimbar-rg dengirn biaya yang dikelurarl.-an. Penyele:raian sengketa iir'gkungan ,van;

diseiesaikan melalui jaiur eii iuar pengacllan pacia Lrnumnva iebih memuaskan para pihak

l',aik pelaku maupun korban.
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' I'ic,tiei icieai perlindungan hukum terhadap korban pencernaran dan /atat perusakan

iir,gkungan oleh korporasi sesuai prinsip restoratitte justice di masa datang

l)engan rnengacu ragaan yang dikemukakan oleh ttsuya Oka maka pelaku dalam hal ini
n-oiporirsi akan berhadapan dengan korban pencemaran lingkungan hidup dan negara sebagai

iasilitatcr" Fasilitator dari negara untuk tahap avial ini bisa diwakili oleh hakim. Antara pelaku

'1an korban hartts sarra-sama didengar pada saat pemeriksaan pengadilan. Korban tidak hanya

sebagai pelengkap penderita, namun sebagai sublek ptlkok yang seharusnya mendapat

L.erlindungan. Namun demikian dalam perlindungan terhadap korban tetap harus

rrrempertilxbangkan kepentingan peiaku daiam hal ini korporasi. Jangan sampai perusahaan

p..rda lari sehingga inveslasi turun gara-gara terlaiu mernihak kepada korban. Untuk itulah
,jeairrya aela keseirnb:ingan kepentingan antara pelaku dan korban (daad dader strafrecht).

Dalam kesepakatan antara peiaku dan korban tersebut yang paling Lrtama adalah adanya

pen-Lberian ganti keiugian dari pelaku terhadap korban. I)alam konsep kedepan idealnya

:-r-ierrgenai besar dan mekanisme ganti kerugian ini diatur dalam aturan pelaksanaan. Jika
rL.lak inaka dalam pelaksanaan di lapangan akan kesulita,n clan cenderung rnerugikan korban.

B. SAfiAH

.rc,-iu iiiiakukan reforrnrilasi undang-ur,ciang lingk-ung3p iridup yang memberikan perlindungan

; ii:r-Lr: terhaclap korban

- - -'r:il'itBr-rngjawaban pelaku pencerlreran dan,,'atar.r perusakan lingkungan tidak cukup hanya

-,i<cn:rkan sanksi pidan;r namun juga bertanggungjarvab kepada korban sehingga perlu dibuat
.-r r-Li rit-r pelaksanaannya.
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